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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis
Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang”. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik hutang
piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap
praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Jombang.

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara
yang kemudian dianalisis dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis tentang gard dan
Riba yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal awal yang
digunakan dalam transaksi hutang piutang tersebut merupakan dana hibah dari
pemerintah. Dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan BUMDes terdapat
kesepakatan oleh kedua belah pihak atas tambahan pembayaran hutang, artinya
pihak BUMDes mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hasil analisa
melalui hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes
di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak diperbolehkan,
karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah riba, hukum
riba adalah haram. Meskipun terdapat tambahan baik nasabah pinjaman
konsumtif maupun produktif tidak berdampak buruk pada perekonomian mereka
dan keduanya merasa saling diuntungkan. Namun, tambahan atas pembayaran
hutang tersebut tidak sesuai dengan konsep akad gard yang merupakan kegiatan
muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari
keuntungan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan supaya pihak
BUMDes menghentikan pelaksanaan akad simpan pinjam ini dengan memungut
riba, kemudian menggantikannya dengan akad kerjasama mudharabah mutlagah
maupun muqgayyadah dan akad jual beli murabahah. Dengan adanya akad-akad
tersebut di atas dapat pula pihak BUMDes mengalihkan lembaganya pada
lembaga yang berbasis syariah, hal ini mengingat bahwa mayoritas masyarakat
Desa Brudu mayoritas beragama Islam.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak individu dan masyarakat menurut pandangan Islam diletakan
dalam tingkat keseimbangan yang serasi mengenai dunia dan akhirat, jiwa
dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan
kekuasaan.'

Perkembangan  teknologi dan bisnis di Indonesia  semakin
meningkat. Alat-alat teknologi yang diciptakan oleh generasi-generasi muda
yang memudahkan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas. Melihat
rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia khususnya penduduk pedesaan,
sekaligus minimnya bakat dan keahlian yang mereka miliki dapat dikatakan
bahwa tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan zaman yang
mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Artinya, banyak masyarakat
Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada yang bekerja namun
penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan.

Setiap individu yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya harus
terikat dengan posisinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki

mekanisme dan gaya hidup sesuai dengan sistem Islam.” Setiap individu tidak

! Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakrata: Sinar Grafika, 2010 ), 57.
? Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2015), 6.



boleh merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, curang dan sebagainya.3
Masih banyak masyarakat Indonesia yang berstatus ekonomi rendah. Karena
mereka menjaga harta dan keluarga mereka dari sesuatu yang dilarang oleh
agama.

Masyarakat biasa berhutang kepada orang lain yang mereka anggap
mampu memberi hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai biaya
konsumtif. Yang dimaksud biaya konsumtif yaitu biaya konsumsi yang terdiri
atas kebutuhan primer (pokok) seperti makanan, minuman, pakaian, tempat
tinggal dan kebutuhan sekunder (tambahan) berupa perabot rumah tangga,
alat transportasi dan sebagainya.

Aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah)
dirangkum dalam syariah Islam. Ibadah dibutuhkan untuk melindungi
ketaatan dan keharmonisan jalinan antara manusia dengan khalig-Nya, serta
diperlukan sebagai sarana untuk mengingatkan secara terus-menerus tugas
manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Yang menjadi rules of the
game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial adalah muamalah.*
Salah satu bentuk dari aspek muamalah yaitu saling tolong menolong antar

sesama. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

UL 2 Toy Ao ad- N\ gy To (A2
...g/)\)u\&!‘) C_:‘g\ &"“j")wﬁ LS}L:.U.)J.;.S‘ L;..C ‘j’j\"-‘ﬂ—”

3 Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam, 6.
* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani,
2001), 4.



Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran... (Q.S Al-Maidah : 2).°
Islam menilai umat manusia sebagai suatu keluarga. Dihadapan Allah

semua anggota keluarga ini memiliki derajat yang sama, Allah tidak

membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, tidak membedakan yang hitam
dan yang putih. Ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya
pada kemanusiaan yang membedakan satu dengan yang lain.’

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya kegiatan hutang
piutang. Karena nasib setiap hamba selain ditentukan oleh Allah juga
ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam agama Islam, hutang piutang
merupakan kegiatan sosial (muamalah) yang diprbolehkan. Bahkan menurut
kaum muslimin kegiatan tersebut dianjurkan bagi mugrid (pemberi hutang)
dan boleh (mubah) bagi mugtarid (penghutang) berdasarkan hadis:

o Eujfc.;wu;&mﬁ.:_&i» pee Y gy Je o Je &S SO0 tSiTu;

dle W1 555 it Jo 525 a8 oS s B e A LI O
Gl 03 A0 g a1, G B SE e 52 ey 5N, Ll
(Sl gl 038 (3 AR O

Artinya : Abu Huraira berkata, “Rasulullah saw. telah bersabda, “Barangsiapa
melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-
kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-
kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kelonggaran kepada

seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran

baginya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa menutupi (aib)
seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di

> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, Alquran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI
(Semarang : PT.Karya Toha Saputra Semarang, 2002), 200.

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 14.



akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamban-Nya, selama
hamba-Nya mau menolong saudaranya’. (HR. Muslim) ’

Hukum asal dari hutang adalah boleh atau mubah. Seorang individu
boleh berhutang pada siapapun yang ia inginkan, berapapun yang dibutuhkan
baik kepada sesama rakyat maupun kepada orang asing. Seperti yang
disampaikan dalam hadis:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwash Al Hanafi
Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah AlAsyja’i
dari Syufyan dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah
katanya; Nabi saw. pernah mempunyai hutang kepadaku, maka
beliau melunasiku dan bahkan memberiku tambahan. Setelah aku
masuk masjid menemuinya, tiba-tiba beliau bersabda: Shalat/ah
dua rakaat.®

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang
menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan baik untuk
memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif di Desa Brudu. Dana
tersebut disediakan sebagai sarana transaksi hutang piutang atau gqard.
Transaksi gard merupakan transaksi yang dibolehkan oleh jumhur ulama

sesuai Alquran dan Hadis. Ayat yang memperbolehkan traksaksi gard yaitu

QS. Al-Hadid : 11:
OV w83t 45 0 el s Bsial [p Bl 15 35
Artinya : Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid : 11)

" Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 152.

® Fahrul Ulum, Sistem Ekonomi Islam, 141.

? Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 1103.



Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

mengharapkan  imbalan.'’

Jadi, ketika seseorang yang telah berhutang
mengembalikan kepadanya maka ia tidak diperkenankan untuk mengharapkan
imbalan. Akan tetapi, dalam transaksi gard boleh mengambil biaya
administrasi dengan catatan hanya biaya administrasi tanpa mengambil
keuntungan sedikitpun.

Transaksi gard dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang
yang berhak dan diperbolehkan oleh agama untuk memanfaatkan hak miliknya
seperti orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Selain itu, transaksi gard
dinilai sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan
oleh syara’ dan dinilai sah pula apabila telah terjadi ijab kabul, misalnya
dalam transaksi jual beli dan hibah."

Banyak buku tentang ekonomi yang mengkatakan bahwa bank
merupakan lembaga mediasi yang menjembatani dua kelompok manusia, yaitu
kelompok yang memiliki dana lebih dan kelompok yang kurang dana.
Kemudian bank mengambil suatu keuntungan dari selisih pinjaman demi
keberlangsungan hidup lembaganya. Sama halnya dengan lembaga-lembaga
lain seperti lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengambil
keuntungan dari selisih pinjaman demi keberlangsungan lembaga, misalnya
keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan upah/gaji bagi

pengelolah BUMDes agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 131.
" Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, 153.



Maka, dibutuhkan sistem upah atau imbalan yang sesuai dan dapat

memberikan motivasi dalam bertugas. Upah bagi pengelola BUMDes bisa

dalam bentuk pemberian gaji bulanan, atau upah kerja borongan dengan

jumlah yang bermacam-macam sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan,

atau jika pengelolah mampu mencapai target yang ditetapkan selama
periode tertentu maka ada pemberian insentif .'*

Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

O els e aaluls 5505 of ats Calod) i Lo 13) Cabeddl OF e cladall o

Ly 35U edsd

Artinya : Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang

dengan mempersyaratkan sepuluh persen dari utangan sebagai hadiah

atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan

tersebut, maka itu adalah riba. (Al Ijma’, hal. 99, dinukil dari Minhatul
‘Allam, 6: 276)."

Maksudnya, para ulama menyebutkan bahwa meminjamkan hutang
yang disyaratkan sepuluh persen dari utangan sebagai bentuk hadiah atau
tambahan, maka disebut riba. Artinya, penulis menggap bahwa apabila
persyaratan tersebut dibawah sepuluh persen tidak disebut dengan riba. Hanya
saja mengganti yang lebih baik meskipun sedikit.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Raafi’ bahwa Nabi saw.
pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada

unta zakat yang diberikan sebagai ganti. Nabi saw. kemudian menyuruh

'2 Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa (Yogyakarta: Forum Pengembangan
Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 9.

'* Muhammad Abduh Tuasikal, “Mengembalikan Utang Berlebih”, https://rumaysho.com/9726-
mengembalikan-utang-berlebih.html, diakses pada 28 Desember 2018.


https://rumaysho.com/author/admin
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html
https://rumaysho.com/9726-mengembalikan-utang-berlebih.html

Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang sebelumnya ia pinjam. Abu
Raafi’ menjawab, “7idak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik

(vang umurnya lebih baik).” Nabi saw. kemudian menjawab;

a5 a1 s fe OB 6 ksl
Artinya : Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatiah sebaik-baik

orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya. (HR. Bukhari no.
2392 dan Muslim No. 1600)."

Dalil di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan hutang
kemudian mengganti dengan suatu hal yang lebih baik. Kata mengganti
dapat mengarah pada sisi sifatnya dan sisi jumlah. Apabila yang disampaikan
dalam hadis adalah dari sisi sifatnya, artinya unta yang diganti adalah
dengan unta yang lebih baik atau diganti dengan jumlah yang lebih
banyak. Misalnya, ada yang meminjam 1 kg beras, kemudian diganti 2 kg.
Hal tersebut dapat dianggp sah, karena yang dapat dipahami yakni makna
umum, yaitu bisa mengganti utang dengan suatu hal yang lebih baik, hal
tersebut bisa dilihat dari sisi jumlah maupun sifat. Kaidah yang biasa

disebutkan oleh para ulama:

—n\

G ofaty ¥ Bl p3ik 55 O

Artinya : Yang jadikan ibrah (pelajaran) adalah umumnya lafazhnya, bukan
khususnya sebab."”

'* Muhammad Abduh Tuasikal, “Mengembalikan Utang Berlebih”, https:/rumaysho.com/9726-
mengembalikan-utang-berlebih.html, diakses pada 28 Desember 2018.
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Selain itu, terdapat kaidah khusus di bidang muamalah yaitu:

WAL, U Hi5y IBGE o) aE) Y

e Pl

Artinya : Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.'®

Transaksi hutang piutang pada BUMDes di Desa Brudu terpenuhi
prinsip keridhaan karena setiap pelayanan oleh pimpinan maupun staf
BUMDes yang lain, mereka menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan
lainnya kepada calon nasabah sehingga mereka mengetahui dan tidak ada
unsur pemaksaan dan penipuan.

Rasa ridha dalam transaksi merupakan suatu prinsip. Oleh sebab itu,
transaksi dapat dinilai sah apabila didasarkan pada perasaan ridha dari
kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila suatu akad salah satu pihak
dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada
saat akad sudah saling ridhai, namun di kemudian waktu salah satu pihak
merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.'’

Selain itu, menurut Buku Panduan Pembentukan dan pengelolaan
BUMDes yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007,
terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu;

a. Kooperatif, yaitu seluruh komponen yang berkepentingan dalam
BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik untuk

pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.

'° A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130.
"7 Ibid , 130.



b. Partisipatif, yaitu seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus bersedia secara suka rela atau diminta memberikan dukungan dan
kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatit, yaitu seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e. Akuntabel, yaitu seluruh  kegiatan usaha  harus dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.'®

Artinya, masyarakat desa atau pihak ketiga lain yang malakukan
traksaksi maupun kerjasama dengan BUMDes percaya dan tidak ada
keraguan. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman karena adanya prinsip-
prinsip tersebut di atas.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya untuk

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan

'8 Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, 23.
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potensi yang ada di desa itu sendiri.”” Pendirian BUMDes didasarkan atas

prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

o

. Inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa;

b. Potensi usaha ekonomi Desa;

c. Sumber daya alam di Desa;

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes;

e. Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari
usaha BUMDes.*’

Masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito mayoritas penduduknya
dapat dikatakan sebagai penduduk ekonomi menengah ke bawah banyak
diantaranya bekerja sebagai petani dan wiraswasta, dari hal semacam itulah
Kepala Desa beserta perangkatnya berinisiatif untuk memberi solusi kepada
masyarakatnya agar setiap masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan
dana untuk memenuhi kebutuhannya dapat berhutang. Tidak menutup
kemungkinan masyarakat memiliki kebutuhan yang mendadak, maka dana
yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk mengatasi
kebutuhannya.

Pada dasarnya, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga

kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif

' Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Buku
Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes 15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta
(Yogyakarta : 2018), 1.

* Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa (Jakarta :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,
2015), 26.
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mereka yang berpenghasilan rendah.”’ Namun, karena penduduk di Desa
Brudu terbilang ekonomi menengah ke bawah maka Kepala Desa berserta
perangkatnya berinisiatif untuk memberikan sarana hutang piutang produktif
dan juga konsumtif.

Kegiatan transaksi gard yang ada di Desa Brudu Kecamatan Sumobito
sama halnya dengan transaksi gard di tempat-tempat yang lain, misalnya
mengisi formulir yang telah disediakan, memberikan batas minimum dan
maksimum hutang, menarik biaya administrasi dan tambahan uang jasa setiap
pengembalian. Dana awal yang dimiliki oleh BUMDes diperoleh melalui
hibah dari Pemerintah.”*

Hal ini sesuai dengan pasal 90 UU No.6/2014 tentang Desa yang
menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan
BUMDes dengan:

a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. Melakukan pendampingan teknisi dan akses ke pasar;
c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.”

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah di atas penulis ingin

mengangkat masalah tersebut dengan analisis hukum Islam.

?! Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Buku
Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes 15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, 1.

*2 Isa Amrulloh, Pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Brudu kecamatan Sumobito
Jombang, Wawancara Brudu, 1 November 2018.

 Suharyanto & Hastowiyono, “Pelembagaan BUM Desa’, 4.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul
dan bisa dikaji diantaranya yaitu:
1. Praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
pembahasan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito

Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan
gambaran tentang hubungan topik masalah yang akan diteliti dengan
penelitian-penelitian  sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau

duplikasi dari penelitian-penelitian tersebut.
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Penelitian pertama dilakukan oleh Muhamad Muklis tentang “Analisis
Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun
Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini
menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap hutang bersyarat oleh
tengkulak kepada petani tambak yang hanya menjual ikan hasil tangkapannya
kepada tengkulak guna untuk membayar hutang-hutangnya hingga lunas.**

Penelitian kedua dilakukan oleh Lilik Zainyah tentang ‘“Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif
Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjungan Kabupaten Driyorejo Kecamatan
Gresik”. Penelitian ini menjelaskan tentang tambahan pembayaran hutang
konsumtif yaitu hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bahkan
kebanyakan digunakan untuk modal usaha pada arisan kurban. Masyarakat
yang ingin berhutang diwajibkan untuk menjadi anggota arisan.”

Penelitian ketiga dilakukan oleh Masruroh Muizzah tentang “Analisis
Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Mal di Yayasan Nurul
Huda Surabaya”. Penelitian di atas menjelaskan tentang praktik hutang
piutang dana zakat mal yang dilakukan oleh masyarakat dengan amil zakat

yang dilakukan tanpa sepengetahuan amil-amil yang lain.*®

* Muhamad Muklis, “Analisis Hukum Islam Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak
di Dusun Putat Desa Weduni kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2014).

» Lilik Zainyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang
Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjungan Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik”
(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

® Masruroh Muizzah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Mal di
Yayasan Nurul Huda Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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Dari ketiga kajian di atas dapat diketahui bahwa persamaannya yaitu
temanya tentang hutang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai
tempat atau sarana diperolehnya hutang yakni penelitian pertama pada
seorang tengkulak, penelitian kedua pada amil zakat di Yayasan Nurul Huda,
sedangkan pada penelitian yang ketiga yaitu pada kegiatan arisan kurban.

Selain itu perbedaanya juga terlihat dari mekanisme transaksinya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik hutang
piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam
terhadap praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis

membagi manfaat penelitian ini menjadi dua poin , yaitu:
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1. Secara Teoritis
a. Sebagai rujukan untuk memastikan kehidupan beragama yang benar
khususnya yang berkaitan dengan transaksi gard (pinjaman).
b. Sebagai panduan atau referensi untuk mahasiswa/i apabila hendak
membuat penelitian dengan judul yang sama.
2. Secara Praktis
a. Memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa/i karena yang diteliti
merupakan sesuatu yang baru untuk dikaji dalam koteks Islam.
b. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan

suatu permasalahan yang serupa dengan kasus yang diteliti.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindar dari kesulitan dan memudahkan pemahaman
dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menjelaskan istilah pokok yang
menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diberikan oleh
Allah SWT. untuk manusia melalui perantara Nabi Muhammad saw. baik
berupa Alquran maupun sunnah beliau yang berupa perkataan, perbuatan
dan ketetapan.’” Dalam hal ini terdapat praktik penarikan tambahan

pembayaran hutang konsumtif yang diperbolehkan.

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 849.
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2. Hutang Piutang : Yang dimaksud hutang piutang dalam penelitian ini
adalah hutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yaitu kebutuhan
pokok. Dalam hal ini, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan
pokok ditarik tambahan atas pembayaran hutang.

3. BUMDes : Badan Usaha Milik Desa yang meyediakan dana bagi

masyakarat yang memerlukan dana untuk dihutang.

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian di perlukan metode sebagai cara untuk
mencapai tujuan. Metode-medote tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini penulis menggambarkan praktik hutang piutang pada Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito
Jombang dan mendeskripsikan dengan analisis hukum Islam.
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah tercantum di atas, maka
data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data tentang mekanisme hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.
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b. Data tentang mekanisme pembayaran hutang beserta tambahannya pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan
Sumobito Jombang.

3. Sumber Data
Dalam penelitian ini, ada dua sumber data yang yang digunakan
oleh penulis yaitu diantaranya:

a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan
dalam lingkup permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

1) Pimpinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Jombang.

2) Masyarakat yang berhutang pada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.

b. Sumber Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang
telah ada, baik dari perpustakaan maupun dari laporan-laporan penelitian
terdahulu. Data yang diambil dari literatur berupa buku dan dokumen-
dokumen terkait, yaitu:

1) Suharyanto & Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, Yogyakarta:
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

2) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia, Buku Panduan Pelatihan pengelolaan BUMDes

15 Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta, Yogyakarta : 2018.
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3) Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha
Kolektit Desa, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

4) Formulir surat perjanjian kredit (pinjaman)

5) Formulir surat permohonan pinjaman

6) Kartu kredit BUMDes (bukti pengansuran nasabah)

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapat data yang diperlukan dalam melakukan suatu
penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian
ini melalui beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti
mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun data yang
ingin diperoleh dengan menggunakan metode observasi ini adalah
kondisi objek penelitian dan praktik hutang piutang denagn penarikan
tambahan pembayaran hutang.

b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai maksud dan tujuan tertentu atau
untuk keperluan memperoleh berita seperti yang dilakukan oleh
wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.® Dengan
teknik ini penulis dapat menemukan data dan informasi melalui pihak

terkait dalam praktik hutang piutang yang sedang diteliti.

8 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), 95.
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5. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data terkumpul perlu adanya pengolahan data
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali data-
data tentang Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.

b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematika data-data tentang
Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.

c. Analisis yaitu tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk
memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada pada Hutang
Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Jombang.

6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data melalui pendekatan
deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu suatu aturan yang
menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh terkait dengan
praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

Brudu Kecamatan Sumobito Jombang secara jelas sesuai dengan

penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian penulis memberikan argumen

atau pendapat terkait hasil penelitian.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman, dalam penulisan
skripsi ini penulis menyajikan sistematika pembahasaan yang terbagi
menjadi lima bab pembahasan, yaitu meliputi:

Bab  pertama pendahuluan, yang menguraikan  latar
belakang masalah , identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang “Akad Qard dan Riba Dalam Islam” yang
menguraikan tentang landasan teori yang terkait dalam “Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” yaitu
meliputi: pengertian gard dalam Islam, dasar hukum gard, rukun syarat gard.

Bab ketiga berisi tentang “Praktik hutang piutang pada Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten
Jombang” yang berisi gambaran umum desa, yang meliputi : Letak geografis
desa, keadaan masyarakat secara umum dan pelaksanaan hutang piutang pada
BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap praktik hutang
piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan
Sumobito Jombang.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan

sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.



BABII

AKAD QARD DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Akad Qard

1. Pengertian Akad Qard

Secara etimologi, gard merupakan bentuk masdar dari qaradha
asy-syai’—yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qard adalah
bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, garadhu asy-syai’a
bil miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. A/ gard adalah
sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayalr.29 Sedangkan secara
terminologi, gardyaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan gard sebagai berikut:

pazea s ga 208 L sl elolind e Pl e adan b g 581

alie s J o> N L;J.i» Ju &2 PR

Artinya : Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari

mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau

dengan ungkapan yang lain, gard adalah suatu perjanjian

yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada

orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang
diterimanya.3 0

b. Menurut Rachmat Syafei, gard adalah akad terntu dengan membayarkan

harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

* Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia group,
2012), 333.

3% Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Figh Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 70.

21
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c. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, gard adalah utang
yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan
diganti  mengikuti  timbangan, sukatan atau bilangan (fungible
commodities). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek
yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium
(tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.

d. Menurut UU No.22 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gard adalah akad
pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.’’

e. Menurut fatwa DSN-MUI, gard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanyai kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan
nasabah.*

f. Dalam literatur buku yang ditulis oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal,
qardi adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali.”

2. Dasar Hukum Qard

Hukum hutang piutang pada dasarnya mubah (boleh), dalam literatur
fikih Salaf ash Shahih disebutkan bahwa gard dikategorikan dalam agd

tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi

*'"Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 232.

32Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010), 192.

33 Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis
(Jakarta: Kencana, 2010), 58.
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komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada
nasabah.’*

Adapun dasar hukum yang sesuai dengan akad gard ada beberapa
diantaranya yaitu:

a. Alquran
QS. Al-Baqarah: 282:
SR -E R ES BT ARSI R ERURRAE
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermyamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya...*

Maksud dari ayat di atas yaitu apabila dua orang atau lebih melakukan
suatu transaksi alangkah baiknya ditulis atau dicatat agar suatu saat nanti
tidak terjadi kesalahpahaman ketika salah satu pihak lupa atau karena
sebab yang lain.

QS. Al-Maidah: 1:
3 1351141 gy
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*®

Maksud dari ayat tersebut yakni Allah Swt menyeru hamba-Nya untuk
memenuhi akad-akad (perjanjian) yang mencakup janji prasetia hamba
kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan

dengan sesamanya.’’

**Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis,

% Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 88.

*Ibid, 199.

*"Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, 59.
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b. Hadis
Hadis Riwayat Muslim:
Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat;
dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya.’®
Isi kandungan dari hadis di atas yaitu apabila ada orang yang
melepaskan seorang muslim dari kesulitan (misal untuk memenuhi
kebutuhan kemudian dibantu dengan cara memberi hutang), maka Allah
akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat dan Allah akan
menolongnya selama ia masih suka menolong saudaranya.
Hadis Riwayat Ibnu Majah:
wﬁbp)@.rlwwbdgv_l#%&c&\ Lﬁl"pgﬁ“‘j\ QTJ}&MAUJ\US«
0,0 g MOL{YL S Lo 3
Artinya : Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, “ Bukan
seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya)
dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah’.
Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa
pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman
seorang hamba kepada Tuhannya (infaq, shadaqah, santunan anak
yatim dan lain-lain) dan pinjaman seorang muslim terhadap saudara

atau sesama. Seperti transaksi dalam kehidupan bermasyarakat,

misalnya seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada

3¥Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 232.
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temannya untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya harus
dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikanya.39
c. Ijma

Para wulama telah sepakat gard boleh dilakukan, kesepakatan
ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun
yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu,
pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di
dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap
kebutuhan umatnya.40

Di samping itu, dalam buku Fikih Ekonomi Syariah yang ditulis
oleh Dr.Rozalinda, M.Ag. dijelaskan bahwa hukum gard berubah
sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakala hukum gard
boleh, makruh, wajib, dan haram. Apabila orang yang berhutang
adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak,
sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib
memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa
penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau
perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram atau
makruh sesuai dengan kondisisnya. Apabila seseorang yang berhutang
bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah

modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh

3Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Figh Muamalah,71.
* Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis, 60.
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beruhutang apabila ia yakin dapat membayar, misalnya suatu saat ia
mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat
menggunakannya untuk membayar hutang. Apabila hal ini tidak ada

pada diri penghutang maka ia tidak boleh berhutang.41

3. Rukun dan Syarat Sah Qard

Seperti pada akad-akad lain, akad gard memiliki rukun-rukun ulama
antara lain:

a. Mugrid (pemilik barang), syarat menjadi seorang muqrid yaitu cakap
hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar.
Yang dimaksud dengan cakap hukum artinya berakal (tidak gila), baligh
(sudah dewasa, dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil),
dan tidak boros (menghambur-hamburkan harta, sehingga hartanya
mubadzir).

b. Mugqtarid (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi
seorang mugqtarid hampir sama dengan yang disyaratkan pada seorang
mugqrid yaitu ahliyah atau cakap melakukan muamalah seperti berakal,
baligh dan tidak boros.

c. Ijab kabul, akad gardtidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang
sah kecuali dengan ijab dan kabul, seperti pada transaksi jual beli. Ijab
Kabul bisa dengan menggunakan gard atau (hutang atau pinjam) dan
salaf (hutang), atau dengan lafal yang menggunakan arti kepemilikan.

Contohnya : “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan

*' Rozalinda, Fikih ekonomi Syaria: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah
(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 231.
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anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan
kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainakan
pemberian hutang yang harus dibayar.*

d. Qard, atau barang yang dipinjamkan, tidak sah apabila tidak ada
kemungkinan pemanfaatan, maka harus barang yang memiliki manfaat,
karena gard adalah akad terhadap harta.”” Menurut kebanyakan ulama
yang terdiri atas Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yang menjadi
objek dalam gard sama dengan objek akad salam, baik berupa
barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat),
maupun gimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di
pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang
dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang dijadikan objek
jual beli, boleh juga dijadikan objek akad gard.

Ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa objek dalam akad gard
hukumnya sah dalam mal mitsli. Namun, barang-barang gqimiyat
seperti hewan tidak boleh dijadikan objek gard karena sulit

mengembalikan dengan barang yang sama.**

4. Tambahan Dalam Pembayaran Hutang

Akad gard merupakan salah satu macam dari akad tabarru’ yaitu
akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bagi

sesamanya yang sedang membutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan

2 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Figh Muamalah,72.
* Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis, 62.
* Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Figh Muamalah,72.
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produktif maupun konsumtif, bukan akad yang bertujuan untuk komersial
yang menjurus pada sesuatu yang menguntungkan.

Oleh sebab itu, agama Islam melarang dan mengharamkan bagi
pemberi hutang untuk meminta tambahan atas piutang yang ia berikan
ketika jatuh tempo pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen
bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah
dan tidak boleh diteruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka
transaksi tersebut ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah
berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Swt. Larangan dalam riba
menunjukkan  hukum haram dan rusak.* Setiap pinjaman yang
mengambil manfaat adalah riba. Sesuai dengan kaidah khusus di bidang

muamalah yaitu:

s B

L) sebiaiia S5 u@-’—:}-}{

Artinya : Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor)
adalah sama dengan riba. 6

Yang dimaksud dengan “manfaat” dalam kaidah tersebut yaitu

kelebihan atau tambahan dari pembayaran hutang yang telah

disyaratkan di awal akad. Apabila tambahan pembayaran tersebut

diberikan secara sukarela oleh penerima pinjaman yang biasa disebut

dengan sumbangan, maka hal tersebut diperbolehkan.’

*> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 98.

*® A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah Yang Praktis, 138.

" Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,193.
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Seluruh ulama sudah konsensus (ijma) bahwa simpam pinjam dengan
tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan).

Ibnu Mundzir berkata:

(e

B3y il o Lys ) Gead OF Lvgaat o g i 06
Gy S5 e s dsf Oy Lals s dxwu f,uj
Artinya : “Ibnu Mudzir berkata, ‘ Para ulama telah ijma (konsensus)
bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat
kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan
atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia
mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba’. i

Selain itu, terdapat pendapat yang membahas mengenai tuntutan ‘urf
(kebiasaan) orang yang meminjam dengan kelebihan, yaitu sebagai
berikut:

Menurut ulama Malikiyah, sebagian Syafiiyah dan sebagian
Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan)
itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).

Imam Malik berkata:

LRl e Gt 2 e i1 5L Sk Y s su iy J6
Artinya : Imam Malik berkata : ‘7idak ada masalah, selama pihak
yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas....*

Prof. Adh-Dharir menjelaskan'
Y HBE bia sy Lpads Seal Y _)“.Ju) £ 01N 53 Y
o;\.sdb JJ_; 5] J.S.xf ft

Artinya : Tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena
kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan

n\

* Adi Warman A. Karim & Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.
“ Ibid, 15.
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itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah
menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh.

Menurut sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian Hanabilah
mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu
tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk

husnul gadha > (mengganti dengan baik atau dengan yang lebih baik).

B. Riba Dalam Islam

1. Pengertian Riba
Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan

atau tambahan. Riba juga berarti an-nama’ yang berarti tumbuh atau
berkembang.”’

Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman
saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah
pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam pengertian
lain, riba berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah teknis,
riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara
batil.*?

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-
b-w, yang digunakan dalam Alquran sebanyak dua puluh kali. Di dalam

Alquran riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan

%0 Adi Warman A. Karim & Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi S, Yyariah, 16.

> Rozalinda, Fikih ekonomi Syaria: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah,
240.

>2 Isnaini Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 189.
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(growth), peningkatan (increasing), bertambah (swelling), meningkat
(rising), menjadi besar (being big), dan besar (greaf), dan juga
digunanakan dalam artian bukit kecil (4i/lock). Walaupun istilah tampak
dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum,
yaitu meningkat (increase), baik menyangkut kualitas maupun
kuantitas.”

Menurut Muhammad Asad, dalam pengertian terminologi yang
umum, riba bermakna “tambahan” kepada atau ‘“kenaikan” dari sesuatu
melebihi dan di atas jumlah atau ukurannya yang asal. Sedangkan di
dalam terminologi Alquran, istilah riba menunjukkan tambahan haram
apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah vuang atau barang yang
dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga
lain.

Menurut Syed Abul A’la al-Maududi, kata arab riba secara literal
berarti “peningkatan atas” atau “tambahan untuk’ apapun juga. Secara
teknis, istilah tersebut digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan
yang dikenanakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok
utang yang ia pinjamkan, yakni bunga.>*

2. Dasar Hukum Riba
Bunga (riba) telah menjadi bagian penting dari sistem

perekonomian bangsa arab seperti halnya sistem ekonomi negara-

53 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 78.

** Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2012), 224.
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negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi
keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat.
Tetapi  Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang
menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Alquran menyatakan
haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam.>

Dasar hukum yang sesuai dengan pernyataan bahwa riba itu
dilarang yaitu sebagai berikut:
a. Alquran

QS. al-Baqarah : 278:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman.®

Kandungan dari ayat di atas yakni Allah SWT. menghubungkan

perintah meninggalkan r7ba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan

itu seseorang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan riba.

QS. al-Baqarah : 279:

Y SIS Gty (ST 015 slg Al G iay 1550 15RO
Ol Yy &ALt
Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba),

>> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 80.
% Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 87.
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maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya.”’

Isi kandungan dari ayat di atas merupakan penegasan terakhir yang
berupa ancaman keras dari Allah kepada pemakan riba yang telah
mengetahui hukum r7ba tetapi mereka tetap melakukannya.

QS. ar-Rum : 39:

P ~ _

bt 885 o LGS o0 s 55906 B i 3 S, 2 2L s

>

SRS SR PARPURES

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya).”®

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah mengatakan bahwa riba
yang diberikan dengan tujuan menambah harta manusia, tidaklah
bertambah di sisi Allah melainkan zakat yang diberikan dengan tujuan
mencapai ridha Allah yang akan dilipatgandakan (ditambah) pahalanya.
QS. an-Nisa’: 161:

e 5 a0 GAEHG LUl W0 01537 2 glSTs 1,60 055 ) 1l

wJinis

Artinya : dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu
siksa yang pedih.

> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 87.
8 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsi Dasar, 216.
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Ayat tersebut merupakan jawaban dari Allah atas permintaan
kaum Yahudi yang menginginkan kitab suci khusus untuk mereka.
Namun, Allah menolak permintaan tersebut dan mengkritik perilaku
kaum Yahudi yang memakan riba, padahal telah dilarang
sebelumnya.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa riba bukan hanya
dilarang bagi kaum muslimin, tetapi juga dilarang bagi kaum Yahudi.
Meskipun ayat ini pada dasarnya ditunjukkan kepada kaum Yahudi,
tetapi larangan memakan riba ditunjukkan juga bagi kaum Nasrani dan
kaum muslimin, karena pesan syariah yang dibawa Rasulullah Saw.
merupakan pesan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa riba diharamkan bagi kaum Yahudi, Nasrani dan kaum
muslimin.”

QS. Ali-Imran: 130:

it 2 K05l 1,405 et Gl 8y T b Gl

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan.®’

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah tidak mengharaman riba
secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini

menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang

telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman

59 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 81.
%0 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsi Dasar, 216.
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jahiliyyah dahulu, sedikit demi sedikit (step by step), sehingga

mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.®'

b. Hadis
Hadis Riwayat Muslim:

Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang
yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya,
dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah
sama.

Hadis di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan
buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan
bahayanya riba, sechingganya digambarkan bahwa Rasulullah
Saw. melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya,
pecatatnya, maupun saksi-saksinya.®

Riba juga termasuk tujuh dosa besar yang harus dijauhi,
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Dari Abu Huraira r.a.: Rasulullah Saw. bersabda: “Jauhilah

tujuh dosa besar’. Para sahabat bertanya: “Apakah tujuh dosa

besar tersebut ya Rasulullah?’ Rasulullah Saw. bersabda:

“Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharaman

Allah untuk membunuhnya kecuali dengan haq, memakan riba,

memakan harta anak yatim dan menuduh berzina perempuan

mukmin yang baik”®

Hadis Riwayat Ibn Majah:
Rasulullah Saw. berkata: Pada malam Isra’ Mi’raj aku

mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah-rumh
yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut-perut

8! Rozalinda, Fikih ekonomi Syaria: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah,
246.

52 Isnaini Harahap dkk, Hadlis-hadis Ekonomi, 190.

% Ibid, 192.
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mereka. Aku pun bertanya: “Wahai Jibril, siapakah mereka
itu?” ia menjawab, “Mereka adalah pemakan riba”.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, dapat dilihat bahwa
riba adalah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat dalam
Islam. Oleh karena itu, sebaik-baiknya usaha dan hasil yang

diharapkan yaitu dari suatu investasi yang terbebas dari unsur riba.**

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-
masing adalah riba hutang piutang (riba dayn) dan riba jual beli.
Kelompok pertama terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah.
Adapun kelompok kedua terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.”
Keempat riba tersebut adalah:

a. Riba Qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu
yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid).

b. Riba Jahiliyah, yaitu riba yang terjadi karena adanya hutang yang
dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi
hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan
hutang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil
keuntungan.®

c. Riba Fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis
yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (mitslan bi mitslin);

(b) kuantitas (sawa’an bi sawa’in); dan (c) penyerahan yang tidak

%% Isnaini Harahap dkk, Hadis-hadis Ekonomi,, 193.
65 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 94.
5 Ibid, 94.
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dilakukan secara tunai (yadan bi yadin), pertukaran jenis ini
mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak terhadap
barang yang dipertukarkan.®”’

Menurut ulama Hanafiyah, riba fadhl adalah:

J‘"‘J‘ JL>=.:M Lgcjwj\ JL.x.«J\ ul.; C...\_.,u.c R Jbu..c a;bj

Artinya : Tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur
dan sejenis.

Dengan kata lain, riba fadhl adalah jual beli yang mengandung
unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah
satu beda tersebut. Oleh sebab itu, jika melaksanakan akad jual beli
antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar
terhindar dari unsur riba.®®

d. Riba Nasiah, yaitu riba yang timbul karena adanya hutang piutang
yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (a/-
ghamu bil ghunmi) dan hasil usaha bersama biaya (al-kharaj bi
dhaman). Dengan demikian keuntungan muncul tanpa adanya risiko
atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan
mengakibatkan terjadinya riba.”’

Menurut ulama Hanafiyah, riba nasiah adalah:
5 _,LQJ\ J.m ge ul;J\ et J}y\ ge jJL,,_S\ g
NEE e L;_,;C;;J\js U,LQJ\ ,;j\ L) JBM-LL; eighsall

u‘“"'““

-
-

67 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 95.
6% Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, 262.
% Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 96.
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Artinya : Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang
ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda
dibanding hutang pada benda yang ditakar atau ditimbang
yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan
ditimbang yang sama jenisnya.

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang
satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual
satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum,
yang dibayarkan setelah dua bulan.”

Menurut ulama Syafiiyah ada satu macam lagi, yaitu riba yad
merupakan riba yang terdapat pada akad jual beli dengan
mengakhirkan penyerahan (a/-gabdu), yakni bercerai-berai antara dua
orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap
sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling
menyerahkan dan menerima di tempat akad.”'

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab /’/Jam AL-Muwaqi’in An
Rab al-‘Lamin, riba dibagi menjadi dua bagian, riba jali dan riba
khafi. Riba jali sama dengan riba nasiah dan riba khafi merupakan
jalan yang menyampaikan kepada jali.

Riba jali adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang

diperjualbelikan. Bila yang  diperjualbelikan  sejenis, berlebih

timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih

7 Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, 263.
" bid, 264.
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takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan

ukurannya pada barang-barang yang diukur.”

4. Hikmah Diharamkannya Riba

a.

Hikmah Riba Dayn (hutang piutang) Diharamkan
Riba diharamkan karena mendatangkan dampak negatif terhadap

individu dan masyarakat. Dampak negatif terhadap individu yaitu

kebutaan nurani pelaku riba dengan keegoisan, keserakahan, kikir,
dan menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang

dijelaskan ~Allah tentang pelaku riba dalam QS. Al-Baqarah: 275,

yaitu orang tersebut bagaikan orang gila. Sedangkan, dampak negatif

terhadap masyarakat adalah riba bila mana riba telah menjalar pada
kehidupan sebuah masyarakat akan tampak efek negatifnya dari sisi
sosial dan ekonomi.”

Menurut Sayid Syabiq, riba diharamkan karena mengandung
akibat negatif yang sangat besar. Diantaranya sebagai berikut:

1) Riba dapat menimbulkan permusuhan diantara pribadi dan
menghabiskan seluruh semangat kerjasama atau saling tolong-
menolong. Sedangkan semua agama terutama Islam sangat
menyeru perbuatan saling tolong menolong dan mengecam orang
yang mengutamakan  kepentingan diri  sendiri dan

mengeksploitasi kerja keras orang lain.

2 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 96.

3 Tbid, 91.
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2) Dapat menimbulkan mentalitas pemboros, malas bekerja,
penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang
tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai
kerja keras dan menghormati orang yang menjadikan pekerjaan
sebagai mata pencaharian.

3) Riba merupakan salah satu cara menjajah. Karena itu orang
berkata: Penjajah berjalan di belakang pedagang dan pendeta.74

b. Hikmah Riba Ba’i (jua beli/tukar menukar) Diharamkan
Menurut Abdullah bin Muhammad At-Thayyar et al, hikmah
diharamkannya riba adalah:

1) Riba merupakan penyebab permusuhan antar Muslim dan
menghilangkan semangat tolong menolong di antara manusia.

2) Dengan riba, para pemodal dengan mudah mendatangkan
keuntungan yang menyebabkan dia malas untuk bekerja dan
enggan  berkarya menciptakan lapangan pekerjaan  yang
bermanfaat bagi masyarkat dan bangsa, seperti berbisnis di
bidang perdagangan, pertanian, produksi dan lain sebagainya.

3) Riba dapat menimbulkan kesenjangan sosial, orang yang miskin

akan semakin miskin, danorangyang kaya semakin kaya.”

5. Magqasid (tujuan) Pelarangan Riba

Pertama, wuang tidak boleh menjadi komoditas  yang

diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang

" Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam,, 93.
7 Ibid, 94.
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sesuai dengan fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang
dan jasa.’® Uang adalah alat tukar, yakni pertukaran suatu barang
dengan barang lainnya dilakukan dengan perantara uang. Uang adalah
untuk memudahkan pertukaran, tindakan memudahkan ini tidak
menyebabkan bertambahnya barang.”’

Kedua, karena dalam riba gard, al ghummu (untung) muncul
tanpa adanya al ghurmu (resiko), hasil usaha (al kharaj) muncul
adanya biaya (dhaman), al ghummu dan al kharaj muncul hanya
dengan berjalannya waktu.”® Pada dasarnya dalam bisnis ada
kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar
wewenang manusia adalah suatu kedzaliman.”

Ketiga, riba jahiliyah dilarang karena adanya pelanggaran
kaidah 'kullu gqardhin jara manfa'atan fahua riba' (setiap pinjaman
yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba).*® Pinjaman
yang mendatangkan keuntungan, para ulama memiliki perbedaan
pendapat diantaranya adalah:

Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa gard yang
mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan

tersebut disepakati sebelumnya .

® Adi Warman A. Karim & Oni Sahroni, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah,
13.

77 Murtadha Muthahari, Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba (Bandung: Pustaka
Hidayah), 19.

"8 Adi Warman A. Karim, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi, 13.

” Ibid, 6.

* Ibid, 13.
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Madzhab Maliki menyampaikan bahwa tidak diperbolehkan
mengambil manfaat dari harta muqtarid, seperti menaiki
untanya dan makan di rumah karena hutang tersebut dan bukan
karena penghormatan atau semisalnya.

Madzhab Syafi’i dan Hanabilah menyatakan bahwa gard yang
mendatangkan  keuntungan  tidak  diperbolehkan, seperti
mengangkat seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut
dijual kepadanya.®'

Keempat, mencegah para rentenir berbuat dzalim kepada
penerima  pinjaman, praktik riba berarti pemberi pinjaman
mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas
pinjaman yang diberikan.®

Memberi  pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru),
sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (muawadah).
Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak
boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.* Seperti meminta

bunga atas pinjaman yang diberikan sebagai keuntungan baginya.

81 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Figh Muamalah), 74.
82 Adi Warman A. Karim, Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi, 13.
83 11

Ibid, 7.



BAB III

“PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI DESA BRUDU KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN

JOMBANG”

A. Letak Geografis Desa

Desa Brudu merupakan salah satu desa yang terdiri dari 5 dusun yang

berada di kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nama-nama dusun

tersebut adalah sebagai berkut:

1.

2.

Dusun Jeblok
Dusun Brudu

Dusun Kedung Urip

. Dusun Sukorejo

. Dusun Plosorejo

Dengan batasan wilayah sebagai berikut:**
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mlaras
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Plemahan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jogoloyo
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Badas

Letak Desa Brudu sisi Barat berbatasan dengan Desa Badas yang di

batasi dengan persawahan, sedangkan dari Timur berbatasan dengan Desa

¥ Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-2.
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Plemahan. Dari Selatan berbatasan dengan Desa Palrejo yang dibatasi dengan
persawahan. Dan dari sisi Utara di batasi dengan Desa Mlaras dan di batasi
oleh persawahan.

Jarak Desa Brudu ke Ibu Kota Kecamatan + 3 km, yang dapat di
tempuh dengan kendaraan "4 jam. Sedangkan jarak antara Desa Brudu ke
Ibu Kota Kabupaten yakni = 15 Km, yang bisa ditempuh dengan kedaraan
+ 15 jam. Sedangkan Desa Brudu jika di ukur dari permukaan laut, maka Desa
Brudu tersebut berada pada ketinggian 44 mdl. Luas wilayah Desa Brudu +
2.402.680 Ha. Desa Brudu memiliki 5 dusun, 24 Rukun Tetangga (RT), dan 7

Rukun Warga (Rw).

B. Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan

Berikut merupakan uraian dari sisi kependudukan, ekonomi,
pendidikan, agama, dan kebudayaan di Desa Brudu Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang:

1. Data Kependudukan
Desa Brudu jika dilihat dari segi kependudukan, jumlah penduduknya
mencapai £ 5.257 orang dengan rincian sebagai berikut:*

Tabel 3 . 1 Data Penduduk Desa Brudu

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 2.577 Orang
2 Perempuan 2.680 Orang
3 Warga Negara Asing -

Jumlah 5.257 Orang

% Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-3.
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Berdasarkan data di atas, maka penduduk Desa Brudu Kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang jumlah laki-laki lebih banyak di banding
dengan jumlah perempuan dan mayoritas adalah suku jawa. Dari sekian
banyak jumlah penduduk di Desa Brudu ini hanya ada 1.645 kepala
keluarga (KK).

Jika dilihat dari segi jumlah kependudukan, penduduk di wilayah
Desa Brudu unggul peringkat ke-3 dari 21 Desa. Apabila jumlah penduduk
yang besar dapat dibina, diarahkan, dan dididik menjadi penduduk yang
mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah Desa
Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang mempunyai potensi
jumlah penduduk yang besar dan berkualitas untuk menghidupkan sektor
ekonomi dan sektor lainnya.

. Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Brudu sangat bervariasi jika dilihat
dari beberapa bidang, antara lain bidang pertanian, bidang perternakan dan
bidang perkebunan. Di sisi lain juga ada bidang jasa, perdagangan dan
industri. Di bidang jasa misalnya ada penduduk yang bekerja sebagai sopir,
di bidang perdagangan ada yang menjual baju dan lainnya dan di bidang
industri ada yang memiliki usaha pembuatan tahu, tempe, dan krupuk.

Dengan kondisi alam yang subur, membuat tekat dan semangat para
penduduk Desa Brudu untuk menggarap lahan sawah yang ada, terbukti
dengan adanya lahan yang tekstur tanhanya subur membuat para pelaku

bidang pertanian bisa menikmati hasil dari apa yang mereka tanam. Untuk
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lebih jelasnya, mata pencaharian penduduk Desa Brudu beraneka ragam

dengan keterangan sebagai berikut:*®

Tabel 3 . 2 Mata pencaharian penduduk Desa Brudu

No Jenis Kelamin Jumlah
1 Petani 397 Orang
3 Buruh Tani 436 Orang
5 Pegawai Negeri Sipil 16 Orang
6 Pedagang barang Kelontong 246 Orang
7 TNI/Polri 4 Orang
8 Perawat swasta 2 orang
9 Bidan swasta 2 Orang
10 Guru swasta 43 Orang
12 Wiraswasta 598 Orang
13 Dosen swasta 5 Orang

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana yang sangat penting di

setiap daerah. Hal ini merupakan usaha menghindar dari rendahnya ilmu

pengetahuan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini

dilakukan agar generasi bangsa yang berada di Desa Brudu bisa mengikuti

perkembangan zaman dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat. Oleh karena

itu, dibangunlah sarana pendiidkan agar mereka berkesempatan belajar

% Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-4.
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sejak dini baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Karena
keduanya sama-sama penting.

Sarana pendidikan formal atau non formal yang ada di Desa Brudu
terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar

(SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK).”’
Tabel 3 . 3 Data Pendidikan Desa Brudu

No Sarana Pendidikan Jumlah

1 SMK 1 Lembaga

) TK/RA 3 Lembaga

3 SD /MI 2 Lembag

4 MTs 1 Lembaga

5 Taman Pendidikan Alquran 6 Lembaga
Jumlah 13 Lembaga

Dari data tersebut di atas dengan jumlah penduduk + 5.257 maka
penulis meranggap bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Brudu
cukup untuk memenuhi suatu pendidikan yang ada di desa tersebut. Sarana-
sarana tersebut dapat memberikan manfaat dalam hal sumber daya
manusia, dalam hal berfikir sosial dan lainnya, sehingga dengan adanya
pendidikan atau lembaga pendidikan yang sangat banyak bisa memberikan

manfaat dalam segala hal.

¥7 Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-4.
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4. Bidang Keagamaan
Dari jumlah penduduk Desa Brudu yang berjumlah + 5.257 orang,
agama yang dianut dan dipeluk oleh penduduk Desa Brudu yakni agama

Islam. Oleh karena itu, terdapat beberapa tempat ibadah, antara lain

adalah:®
Tabel 3 . 4 Sarana Peribadatan Desa Brudu
No Sarana Pendidkan Jumlah
1 | Masjid 7 Buah
Musholah 18 Buah
Jumlah 25 Buah

Dilihat dari jumlah sarana peribadatan di atas, maka dapat dikatakan
bahwa masyarakat Desa Brudu yang mayoritas memeluk agama Islam
selalu menjalankan rutinitas ibadah terutama yang wajib seperti sholat,
puasa, dan lainnya.

Selain itu, yang menjadi bukti bahwa penduduk Desa Brudu benar-
benar aktif dalam kegiatan keagamaan yaitu ada beberapa kegiatan rutin
yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya di Dusun
Jeblok dalam satu minggu ada lima kegiatan yang dilakukan, seperti:

a. Pada hari selasa malam ada kegiatan tahlil dan yasinan rutin ibu-ibu
yang dilakukan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara
bergiliran.

b. Pada hari rabu malam ada kegiatan dibaiyah rutin remaja laki-laki, yang

diadakan di mushollah dan masjid di dusun-dusun secara bergiliran.

% Profil Desa tahun anggaran 2017, Desa Brudu Kecamatan Sumobito, Lembar ke-5.
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c. Hari jumat malam ada kegiatan rutin dibaiyah remaja putri dan ibu-ibu
yang diadakan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara
bergiliran.

d. Pada hari minggu pagi sampai siang ada kegiatan rutin khotmil Quran
oleh ibu-ibu setiap 2 minggu satu kali yang dilakukan di rumah
penduduk yang menjadi anggota secara bergiliran.

e. Pada hari minggu malam ada kegiatan rutin istighotsah oleh ibu-ibu
yang dilakukan di rumah penduduk yang menjadi anggota secara
bergiliran.”

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang telah mencerminkan perilaku
yang mulia sesuai dengan keagamaan Islam hal, ini terlihat dari sikap
mereka dalam melasanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

5. Bidang kebudayaan dan kesenian.

Kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama yang
dihayati  benar-benar oleh para pendukung kebudayaan yang
bersangkutan dalam kurun waktu tertentu, sehingga mendominasi
seluruh kehidupan dalam arti mengarahkan tingkah laku dalam kehidupan
masyarakat.

Seperti halnya rutinitas pembacaan dibaiyah, tahlil, yasinan oleh

masyarakat Desa Brudu. Hal ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan

8 H.Maulan, Wawancara Takmir Masjid Dusun Jeblok, Jombang, 18 Februari 2019.
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mereka. Selain itu, ada permainan al-Banjari dan kesenian beladiri seperti
kerasakti dan lainnya yang menjadi seni di Desa Brudu.

Hal ini menunjukan bahwa budaya Islam telah lama berada di Desa
Brudu sehingga perilaku sehari-hari dari masyarakat di wilayah Desa Brudu
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dapat dikatakan sesuai dengan

syariah Islam.

C. Struktur Pemerintahan

Desa Brudu merupakan bagian kecil dari wilayah Indonesia tengah
yang berada di Provinsi Jawa Timur, dan juga memiliki pemerintahan yang
sudah terstruktur di antaranya yaitu:

a. Satu Orang Kepala Desa : Syamsi
b. Satu Orang Sekretaris Desa  : Chusnul Wachidah SE
c. Tiga Orang Kepala Sie
d. Tiga Orang Kepala Urusan
e. Tiga Orang Kepala Dusun
f. Sembilan BPD, Yang meliputi:
1) Satu Orang ketuai
2) Satu Orang Wakil
3) Satu Orang sekretaris
4) Satu Orang Wakil sekretaris, dan

5) 6 Orang anggotanya
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D. Struktur Pengorganisasian BUMDes

Demi keberlangsuangan dan kelancaran dalam melaksanakan program-
program yang dijalankan oleh lembaga BUMDes, maka perlu dibentuk

struktur pengorganisasian yakni sebagai berikut:

a. Pimpinan/direktur : Isa Amrulloh

b. Sekretaris : Khoirur Rozikin

c. Bendahara : Hamidah

d. Pengawas : Iswanto

e. Badan Pengawas : H. Hadi Syaifuddin

E. Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa
Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
1. Latar belakang dan tujuan adanya praktik hutang piutang pada BUMDes

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini
disebabkan kerena adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi
sehingga mendorong mayarakat untuk melakukan hutang. Seperti halnya di
Desa Brudu, banyak masyarakat yang kekurangan dana mereka sukar untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka terdorong untuk
melakukan hutang.

Di Desa Brudu didirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga BUMDes
didirikan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat desa, yang dituntut

untuk menjalankan fungsi ekonomi sosial dan tidak mengeja keuntungan
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semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUMDes dapat
berkelanjutan.

Pada dasarnya BUMDes di Desa Brudu hanya menyediakan simpan
pinjam untuk permodalan usaha atau produksi, akan tetapi karena banyak
masyarakat desa yang pengangguran ataupun gaji yang mereka dapat
kurang memenuhi kebutuhan. Maka, pemerintah desa beserta perangkatnya
berinisiatif untuk membatu mereka dengan cara memberikan jasa hutang
piutang konsumtif dengan menarik tambahan pembayaran sebesar 1,5 %
perbulan sebagai uang jasa. Tambahan ini juga berlaku bagi peminjam
produktif.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta atau
nasabah BUMDes diantaranya yaitu:

a. Mengisi formulir permohonan pinjaman
b. Menyetorkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
c. Membawa materai 6000

Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BUMDes tersebut
merupakan ketentuan yang telah lama diberlakukan, yakni sejak BUMDes
ini beroperasi. Dengan kata lain, seperti syarat-syarat dan tambahan yang
ada pada BUMDes tersebut merupakan sesuatu yang wajar ada dan biasa
diberlakukan oleh pihak BUMDes bagi nasabahnya dari kepemipinan
pertama hingga kepemimpinan yang ke-2 ini. Selain itu, ada juga ketentuan

bagi nasabah dan para staf BUMDes yakni menghadiri musyawarah desa,
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kegiatannya yaitu penyampaian laporan pertanggung jawaban BUMDes
“Artha Mas” yang dilakukan tiap tanggal 26.

Ketentuan menghadiri musyawarah desa selain penyampaian laporan
agar terjalin kepercayaan antara staf BUMDes dengan nasabah, yakni
sebagai ajang pengingat bagi nasabah agar tidak lupa mengangsur
pinjamannya supaya tidak terjadi kredit macet lagi demi keberlangsungan
hidup lembaga. Selain itu juga, kegiatan ini dapat mempererat jalinan tali
silaturrahmi antar para pihak maupun antar masyarakat dusun. Karena
nasabah pada BUMDes tersebut terdiri dari beberapa dusun, diantaranya
yaitu dusun Jeblok, Brudu, Kedung Urip, Sukorejo, dan Plosorejo.
Beberapa dusun ini merupakan satu lingkup desa, yakni Desa Brudu.”

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Brudu dikenal
dengan sebutan BUMDes “Artha Mas”, BUMDes ini berdiri di Desa Brudu
sejak tanggal 6 Maret 2015.”" Di tahun pertama, BUMDes dipegang atau
dipimpin oleh Ibu Chusnul Wahidah. Kepemimpinan ini berjalan hingga
tahun 2016 dengan nasabah yang berjumlah + 90 orang. Pada tahun
berikutnya, BUMDes dipimpin oleh Bapak Isa Amrulloh, kepemimpinan
tersebut berjalan hingga sampai saat ini dengan jumlah nasabah + 160
orang. Modal awal BUMDes merupakan dana hibah dari pemerintah yang

berjumlah + Rp.100.000.000,00.

% Hamidah, Wawancara Bendahara BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019.
! Profil Badan Usaha Milik Desa “Artha Mas” Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang.
Lembar ke-2.
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2. Pelaksanaan Hutang Piutang Pada BUMDes

Dalam pelaksanaan hutang piutang pada BUMDes sangat mudah,
nasabah tidak dipersulit dengan persyaratan maupun pelayanannya, selain
itu juga tidak ada agunan atau barang jaminan yang harus diberikan oleh
nasabah kepada pihak BUMDes. Hal ini tidak seperti proses ketika
melakukan pinjaman di lembaga atau bank lain. Uang jasa sebesar 1,5 %
perbulan dalam kurun waktu 10 bulan dirasa tidak berat bagi nasabah,
mereka menganggap lumrah, karena pada dasarnya pinjaman tersebut tidak
terlalu dibutuhkan.’*

Mayoritas nasabah yang hutang di BUMDes adalah kaum ibu-ibu,
rata-rata mereka pekerjaannya hanya mengurus rumah dan anak.
Penghasilan yang mereka dapat hanya melalui pekerjaan yang dilakukan
oleh suaminya saja, salah satunya yaitu nasabah yang bernama Ibu
Istigomabh, ibu ini kegiatan sehari-harinya hanya mengurus rumah dan anak,
mengatar anaknya ke sekolah dan tidak ada pekerjaan sampingan,
sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang pekerja bangunan. Artinya,
mereka merasa cukup atas yang mereka dapat. Namun, untuk
mengantisipasi keadaan maka mereka putuskan untuk meminjam di
BUMDes.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa nasabah beranggapan
bahwa tambahan sebesar 1,5 % perbulan itu tidak terlalu besar dan tidak

memberatkan bagi mereka. Artinya, nasabah menerima, menyetujui, dan

92 Istiqomah, Wawancara Nasabah BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019.
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sepakat atas tambahan yang diminta oleh pihak BUMDes. Dengan kata
lain, nasabah mampu dan mau membayar atau mengangsur hutangnya
tersebut kepada pihak BUMDes sebesar RP.115.000/bulan.

Namun, ada juga nasabah yang sebenarnya keberatan dengan
tambahan sebesar 1,5 % perbulan. Hal ini karena ada beberapa nasabah
yang lebih paham dan lebih berpengalaman melakukan hutang di lembaga
atau bank, mereka menganggap bahwa tambahan yang diminta atau ditarik
oleh lembaga atau bank lain lebih ringan namun ada kendala pada akses
jalan. Mereka atau masyarakat cenderung malas berkendara jauh-jauh ke
kota hanya untuk melakukan transaksi hutang piutang, pada akhirnya
mereka memutuskan untuk meminjam di BUMDes, selain akses jalannya
dekat pelayanannya juga tidak terlalu rumit.

Dalam pelaksanaan dan operasional BUMDes ini juga ada beberapa
kendala yang dirasakan oleh pihak BUMDes, yakni merecka merasakan
adanya kredit macet oleh nasabah BUMDes. Pihak BUMDes beranggapan
bahwa kredit macet ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat hal ini
dikarenakan tanpa adanya jaminan dari nasabah untuk pihak BUMDes.”

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ketika membaca profil
BUMDes yang tertulis pada tahun 2016 tercatat bahwa pembagian hasil
usaha BUMDes selain yang penulis uraikan di atas ada juga pembagian
lain, diantaranya yakni:

a. Pembagian untuk Penasihat

% Hamidah, Wawancara Bendahara BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019.
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b. Untuk Badan Pengawas
c. Pendidikan dan Sosial

Dengan kata lain, memang benar bahwa hasil usaha yang diperoleh
BUMDes melalui tambahan-tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada
merupakan upaya mereka agar lembaga tetap berlangsung dan dapat
beroperasi seperti biasa sehingga masyarakat Desa Brudu yang
membutuhkan dana, yang ingin menjadi nasabah BUMDes tidak kesulitan
dan tidak perlu jauh-jauh mencari pinjaman ke kota maupun ke tetangga.”*

Dari lima Dusun dalam satu lingkup Desa Brudu, peserta atau
nasabah BUMDes berjumlah + 160 orang, baik nasabah hutang produktif
maupun nasabah hutang konsumtif. Yang menjadi nasabah dalam transaksi
hutang piutang ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga ada beberapa
staf atau perangkat desa seperti kepala dusun, kaur, dan beberapa staf
lainnya. Batas minimum dan maksimum hutang yakni Rp.1.000.000,00
hingga Rp.5.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian hutangnya
yaitu 10 bulan.

Misalnya, Nasabah atas nama Istiqgomah asal Dusun Jeblok
meminjam sebesar Rp.1.000.000,00 maka bu istiqomah setiap bulannya
harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.150.000,00. Hal ini diperoleh
dari perhitungan Rp.1.000.000,00 x 1,5 = Rp.1.500.000,00 + 100 =
Rp.15.000,00 x 10 bulan = Rp.150.000,00. Kemudian Rp.1.000.000,00 +

Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 + 10 bulan = Rp.115.000,00, dengan

* 1sa Amrulloh, Wawancara Pimpinan BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019.
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rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan
sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa
yang diterima BUMDes yakni Rp.15.000,00 x 10 = Rp.150.000,00.”

Nasabah atas nama Djumali asal Dusun Sukorejo meminjam sebesar
Rp.2.000.000,00 maka pak Djumali setiap bulannya harus mengangsur
pinjamannya sebesar Rp.230.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan
Rp.2.000.000,00 x 1,5 = Rp.3.000.000,00 = 100 = Rp.30.000,00 x 10 bulan
= Rp.300.000,00. Kemudian Rp.2.000.000,00 + Rp.300.000,00 =
Rp.2.300.000,00 + 10 bulan = Rp.230.000,00, dengan rincian
Rp.200.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan
Rp.30.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima
BUMDes yakni Rp.30.000,00 x 10 = Rp.300.000,00.

Nasabah atas nama Surat asal Dusun Sukorejo meminjam sebesar
Rp.3.000.000,00 maka pak Surat setiap bulannya harus mengangsur
pinjamannya sebesar Rp.360.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan
Rp.3.000.000,00 x 1,5 = Rp.4.500.000,00 + 100 = Rp.45.000,00 x 10 bulan
= Rp.450.000,00. Kemudian Rp.3.000.000,00 + Rp.450.000,00 =
Rp.3.450.000,00 + 10 bulan = Rp.345.000,00, dengan rincian
Rp.300.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan
Rp.45.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima

BUMDes yakni Rp.45.000,00 % 10 = Rp.450.000,00.

9 Hamidah, Wawancara Bendahara BUMDes, Jombang, 23 Februari 2019.
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Nasabah atas nama Pegi asal Dusun Kedung Urip meminjam sebesar
Rp.4.000.000,00 maka pak Pegi setiap bulannya harus mengangsur
pinjamannya sebesar Rp.460.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan
Rp.4.000.000,00 x 1,5 = Rp.6.000.000,00 + 100 = Rp.60.000,00 x 10 bulan
= Rp.600.000,00. Kemudian Rp.4.000.000,00 + Rp.600.000,00 =
Rp.4.600.000,00 + 10 bulan = Rp.460.000,00, dengan rincian
Rp.400.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan
Rp.60.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima
BUMDes yakni Rp.60.000,00 x 10 = Rp.600.000,00.

Nasabah atas nama Sri Utami asal Dusun Jeblok meminjam sebesar
Rp.5.000.000,00 maka pak Surat setiap bulannya harus mengangsur
pinjamannya sebesar Rp.575.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan
Rp.5.000.000,00 x 1,5 = Rp.7.500.000,00 = 100 = Rp.75.000,00 x 10 bulan
= Rp.750.000,00. Kemudian Rp.5.000.000,00 + Rp.750.000,00 =
Rp.5.750.000,00 + 10 bulan = Rp.575.000,00, dengan rincian
Rp.500.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan
Rp.75.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima
BUMDes yakni Rp.75.000,00 x 10 = Rp.750.000,00.

Sedangkan cara pengembaliannya yaitu nasabah datang ke Balai
Desa, mendatangi staf BUMDes dengan tujuan mlengangsur pinjaman
beserta tambahannya. Hal ini dilakukan selama 10 bulan setiap bulannya
dilakukan pada tanggal 20. Apabila ada nasabah yang tidak dapat

melakukan angsuran pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak
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BUMDes memberikan keringanan bagi mereka yakni dispensasi atau
kelonggaran waktu selama lima hari. Hal ini dilakukan sesuai prinsip awal
mereka, yakni menjunjung tinggi nilai kepercayaan pada setiap pihak yang
berkepentingan.

. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi hutang piutang pada BUMDes

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan suatu
dampak, baik dampak positif maupun negatif apalagi sesuatu yang
berhubungan dengan materi atau uang sebagai alat tukar untuk kemudian
digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, seperti yang terjadi di Desa
Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terdapat transaksi hutang
piutang antara masyarakat Desa dengan suatu lembaga yang ada di Desa
Brudu yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan transaksi
diantara kedua belah pihak ini akan menimbulkan suatu dampak negatif,
karena pelaksanaan transaksi ini mengandung sesuatu yang diharamkan
oleh Allah Swt yakni adaya unsur riba maka dalam hal ini tidak ada
dampak positif.

Adapun dampak negatif yang terjadi akibat adanya transaksi hutang
piutang pada BUMDes bagi nasabah atau masyarakat Desa Brudu tersebut
yakni ada beberapa nasabah dan masyarakat Desa Brudu yang sedikit
keberatan dengan prosentase tambahan yang disyaratkan oleh pihak
BUMDes. Hal ini menyebabkan adanya suatu keganjalan dari para nasabah,
mereka beranggapan bahwa ‘hutang di desa sendiri masa prosentasenya

mahal kayak di lembaga atau bank di luar sana’ . Namun, nasabah tetap
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menerima dan mengikhlaskan hal tersebut disamping mereka terdesak
untuk mendapatkan dana secara cepat juga mereka menganggap tambahan
sejumlah 1,5 % perbulan itu sebagai ungkapan tanda terimakasih mereka
kepada pihak BUMDes karena telah membantu.

Adapun dampak negatif yang diterima oleh pihak BUMDes yakni
terkadang pihak BUMDes sulit mencairkan dana bagi nasabah, hal ini
karena adanya kredit macet oleh nasabah. Sehingga lembaga BUMDes
terancam keberlansungan hidupnya. Hal ini dapat dihindari apabila nasabah
memiliki insiatif dan keinginan untuk mengangsur hutangnya sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.



BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BRUDU
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti
halnya di Desa Brudu setelah masyarakat mengetahui bahwa di desa tersedia
lembaga BUMDes yang memberikan sarana hutang piutang bagi masyarakat
yang membutuhkan mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan
untuk meminjam dana baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun
kebutuhan konsumtif.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang
bertujuan untuk tolong menolong, seperti pada akad tabarru yang merupakan
akad yang ditujukan untuk menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan
apapun. Di Desa Brudu mayoritas masyarakatnya beragama Islam, artinya
mereka semua tergolong sesama muslim yang diseru agar saling tolong
menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah : 2:

L0y Sy BN i e 1S
Artinya : ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...96

% Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf

Alquran Departemen Agama RI, 200.
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Hutang piutang dalam Islam merupakan suatu akad sosial bukan akad
komersial, maksudnya apabila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh
disyaratkan untuk memberikan tambahan atau imbalan atas pokok
pinjmannya. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw. yang mengatakan
bahwa riba itu haram dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh
kerena itu, dalam perbankan syariah pnjaman disebut dengan pembiayaan
(financing) bukan kredit.”’

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Brudu terdapat
unsur meminta imbalan atau tambahan pada waktu pengembalian hutang.
Maka hal ini tidak sesuai dengan konsep hutang piutang yang telah diuraikan
di atas, selain itu juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. al-
Bagarah : 278 — 279, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang

yang beriman”. (278) “Maka jika kamu tidak mengerjakan

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-

Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak

(pula) dianiaya”. (279)"®

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya,
yang melatarbelakangi praktik hutang piutang di Desa Brudu Kecamatan

Sumobito Kabupaten Jombang diantaranya yaitu adanya sarana simpan

pinjam yang disediakan oleh pemerintah desa berupa lembaga BUMDes dan

*” Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke praktik, 170.
% Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 87.



62

adanya kebutuhan yang mendesak sehingga mendorong masyarakat untuk
meminjam.

Setiap lembaga atau badan tentu memiliki aturan yang berbeda-beda
dan bersifat mengikat bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan
lembaga terkait. Seperti halnya pada lembaga BUMDes, lembaga tersebut
memiliki aturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan misalnya
aturan bagi nasabah BUMDes yang ingin melakukan simpan pinjam ataupun
hutang piutang seperti syarat-syarat pengajuan peminjaman.

Masyarakat Desa Brudu merasa bahwa keberadaan lembaga BUMDes
ini sangat membantu, persyaratan pengajuan peminjaman juga mudah tidak
seperti persyaratan ketika mengajukan peminjaman di bank ataupun lembaga
di luar sana, selain itu juga dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa jauh-jauh
ke kota karena pelayanan lembaga BUMDes berada di Balai Desa atau Kantor
Desa’’, karena BUMDes merupakan lembaga yang baru berdiri di Desa Brudu
jadi untuk sementara ini lembaga BUMDes belum memiliki kantor ataupun
tempat tersendiri.

Praktik hutang piutang yang terjadi pada BUMDes yakni masyarakat
yang ingin menjadi nasabah BUMDes datang ke Balai Desa menemui staf
BUMDes lebih tepatnya kepada pimpinan BUMDes untuk melakukan
pengajuan peminjaman kemudian pimpinan BUMDes ataupun staf lainnya
membacakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian kedua

belah pihak (pimpinan BUMDes dan nasabah) membuat perjanjian yang berisi

9 Sutikno, Wawancara Nasabah BUMDes dan Selaku Kasun Sukorejo, Jombang, 27 Februari
2019.
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bahwa ketika nasabah mengembalikan pinjamannya maka diharapkan

mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahannya yang telah disepakati

di awal perjanjian.'®

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa akad gard atau hutang piutang
dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:

a. Muqrid (pemilik barang/yang memberikan pinjaman), syarat menjadi
seorang mugqrid yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya
dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan cakap hukum artinya
berakal (tidak gila), baligh (sudah dewasa), dan tidak boros (menghambur-
hamburkan harta, sehingga hartanya mubadzir).

b. Mugqtarid (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi seorang
mugqtarid hampir sama dengan yang disyaratkan pada seorang mugqrid yaitu
ahlivah atau kecakapan untuk melakukan muamalah dan cakap hukum
seperti berakal, baligh dan tidak boros.

c. Ijab kabul (sighat), akad gard tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat
dipandang sah kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual
beli. [jab Kabul bisa dengan menggunakan lafal yang mengandung arti
kepemilikan. Contohnya : “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan
ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”.'"!

d. Qard, atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat,

tidak sah apabila tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena gard adalah

100 1¢4 Amrulloh, Wawancara Pimpinan BUMDes, Jombang, 27 Februari 2019.
1" Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam: Figh Muamalah,72.
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akad terhadap harta. 102

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas
Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam gqard
sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar
(makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun gimiyat (barang-barang yang
tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang
dagangan, dan barang yang dihitung .

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad gard pada BUMDes
yakni pimpinan BUMDes berperan sebagai pemberi pinjaman sedangkan
masyarakat Desa Brudu yang tentunya menjadi nasabah BUMDes berperan
sebagai peminjam. Selain itu, ada juga ijab kabul dalam tahap ini kedua belah
pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah
ada. Kesepakatan ini dilakukan dengan lisan dan tulisan namun tanpa adanya
saksi, kedua belah pihak diharapkan dapat memegang teguh prinsip saling
percaya. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqgarah : 282:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya...'"

Surah di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya membuat

kesepakatan atau perjanjian tertulis meskipun telah dibangun sebuah

kepercayaan yang kuat antara para pihak. Namun, takdir Allah tidak ada

192 Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis, 62.

19 yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf
Alquran Departemen Agama RI, 88.
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yang tahu maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di
waktu yang akan datang lebih baik perjanjian dapat ditulis atau dicatat.

Pada umumnya, masyarakat Desa Brudu tergolong ekonomi tingkat
menengah ke bawah. Penghasilan mereka dapat dikatakan cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan adanya sarana
BUMDes ini mereka merasa terbantu dan lebih meringankan beban untuk
memenuhi kebutuhan meskipun dalam transaksi hutang piutang tersebut
diminta tambahan oleh pihak BUMDes. Namun, mereka tidak merasa
terbebani oleh tambahan tersebut, karena mereka sudah biasa mengetahui
tambahan-tambahan tersebut dalam setiap hutang piutang pada suatu
lembaga. Selain itu, mereka tidak merasa terbebani karena tambahan yang
diminta tidak seberapa besar, mereka menganggap bahwa tambahan tersebut
semata-mata sebagai sedekah mereka kepada staf BUMDes yang telah
membatu mereka.

Artinya, tambahan tersebut mereka anggap sebagai ungkapan tanda
terimakasih dan atas dasar kerelaan tanpa adanya suatu paksaan. Selain itu,
tambahan ini juga sudah disepakati di awal perjanjian. Jadi dalam adat
kebiasaan yang ada di Desa Brudu, apabila pihak BUMDes meminta
tambahan atas pinjaman nasabah maka tidak dilarang, karena pada dasarnya
pinjaman tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban
masyarakat, selain itu masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes
sebenarnya dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga

mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu atau kaya seperti
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yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, nasabah BUMDes ada
baiknya jika memiliki inisiatif dan keinginan untuk memberikan tambahan
sebagai ungkapan terimakasih atas pinjaman yang telah diberikan oleh
BUMDes. Akan tetapi hal ini bukan berarti merupakan suatu anjuran bagi
pihak BUMDes untuk menarik tambahan pembayaran hutang, pihak
BUMDes dapat memberikan akad selain hutang piutang misalnya kerjasama

dalam suatu bidang tertentu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Brudu yang
khusunya menjadi nasabah pada BUMDes yang melakukan transaksi hutang
piutang dengan tambahan, bahwa ransaksi yang terjadi di Desa Brudu dapat
dikatakan tidak sesuai dengan konsep nilai tolong menolong, karena terdapat
unsur mencari keuntungan dalam transaksi hutang piutang, hal ini juga tidak
sesuai dengan konsep akad gard apabila dalam transaksi tersebut
mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak, dalam hal ini yang mendapat
manfaatnya yaitu pihak BUMDes berupa tambahan dari pihak nasabah ketika
pembayaran hutang, namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak di
awal perjanjian.

Dalam praktiknya, dengan prosentase tambahan sebesar 1,5 %
perbulan dan jangka waktu pengembalian hutang 10 bulan seperti yang

tercermin dalam praktik hutang piutang ibu Istiqgomah dengan BUMDes yakni
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ibu Istigomah meminjam uang sebesar Rp.1000.000,00 maka bu Istiqomah
setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.115.000,00. Hal
ini diperoleh melalui perhitungan Rp.1000.000,00 x 1,5 = Rp.1.500.000,00 +
100 = Rp.15.000,00 % 10 bulan = Rp.150.000,00. Kemudian Rp.1.000.000,00
+ Rp.150.000,00 = Rp.1.150.000,00 = 10 bulan = Rp.115.000,00, dengan
rincian Rp.100.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan
sedangkan Rp.15.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Hal ini menunjukkan
adanya kelebihan atas pokok pinjaman.

Menurut hukum Islam transaksi tersebut dilarang karena merupakan
transaksi yang mengandung riba. Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan
jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan prosentase tertentu dari
jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam pengertian
lain, riba berarti tumbuh atau membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba
berarti pemngambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.'®

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa transaksi hutang
piutang yang terjadi di Desa Brudu mengandung salah satu macam-macam
riba yakni riba gard, yang berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan
tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid). Dalam hal
ini yang disebut dengan riba yakni tambahan senilai Rp.150.000,00 yang
merupakan uang jasa perbulan yaitu Rp.15.000,00 dikalikan dengan jangka

waktu 10 bulan.

194 Isnaini Harahap dkk, Hadlis-hadis Ekonomi, 189.
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Agama Islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk
meminta tambahan atas piutang yang ia berikan ketika jatuh tempo
pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen bahwa transaksi yang
bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan.
Barangsiapa mempraktikan riba, maka transaksi tersebut ditolak, meskipun
ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Swt.
Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak.'®

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, demikian dapat
disimpulkan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan yang terjadi di
Desa Brudu tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena transaksi hutang

piutang yang mengambil manfaat adalah riba.

195 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 98.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab I
hingga Bab IV pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa
kesimpulan dari hasil penelitian dalam Bab V. Adapun kesimpulan tersebut
yaitu sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Brudu Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang antara masyarakat (nasabah) sebagai peminjam
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemberi pinjaman
yakni nasabah datang ke Balai Desa menemui staf BUMDes untuk
melakukan permohonan peminjaman kemudian pimpinan BUMDes
ataupun staf lainnya membacakan persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi, lalu kedua belah pihak (pimpinan BUMDes dan nasabah)
membuat perjanjian yang berisi bahwa ketika nasabah mengembalikan
pinjamannya maka diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut beserta
tambahannya sebesar 1,5 % perbulan sesuai waktu yang telah ditentukan
yakni 10 bulan (total tambahan menjadi 15 %), kesepakatan ini dilakukan
di awal perjanjian. Sedangkan minimum dan maksimum pinjaman yakni

mulai dari Rp.1000.000,00 hingga Rp.5.000.000,00.
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2. Menurut hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada
BUMDes di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak
diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat
adalah riba, hukum riba adalah haram. Pembayaran hutang dengan
memungut riba tersebut tidak sesuai dengan konsep akad gard yang
merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong

bukan untuk mencari keuntungan.

B. Saran

1. Bagi pihak BUMDes Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten

Jombang disarankan untuk meciptakan produk baru, yakni:

a. Produk kerjasama yang disediakan bagi nasabah produktif dengan
menggunakan akad mudharabah baik mutlagah maupun mugayyadah
yakni akad kerjasama bisnis antara 2 pihak yaitu BUMDes sebagai pihak
pemodal dan nasabah sebagai pihak pengelolah usaha, kedua belah pihak
ini dapat melakukan kesepakatan nisbah bagi hasil. Misalnya nasabah
atas nama Ibu Istiqgomah ingin membuka usaha jual beli gorengan (sosis
dan lainnya) kemudian ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada
BUMDes, selanjutnya BUMDes memberikan modal 100 % kepada
nasabah sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha. Selanjutnya, kedua
belah pihak dapat melakukan kesepakatan bagi hasil atas keuntungan
dan kerugian dari kerjasama tersebut. Misalnya, keuntungan 40 %
dimiliki oleh pihak pemodal yakni BUMDes sedangkan keuntungan 60

% dimiliki oleh pihak pengelolah usaha yakni Ibu Istiqomah (nasabah).
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b. Produk jual beli yang disediakan bagi nasabah konsumtif dengan
menggunakan akad murabahah yakni perjanjian jual beli antara
BUMDes dengan nasabah. Misalnya, BUMDes membelikan sembako
atau barang-barang tertentu yang diperlukan oleh nasabah sebesar harga
pokok kemudian dijual kepada nasabah dengan ditambah margin
keuntungan yang telah disepakati oleh BUMDes dan nasabah.
Sedangkan pembayaran atas barang yang dibeli oleh nasabah tersebut
dapat diangsur atau dicicil sesuai waktu yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.

2. Mengingat bahwa di Desa Brudu mayoritas agama yang dipeluk adalah
agama Islam, alangkah baiknya jika lembaga BUMDes dapat beralih dari
umum ke khusus yakni beralih pada lembaga yang berbasis syariah. Dengan

begitu, akad-akad yang terurai di atas dapat terlaksana dengan baik.
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